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1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1106) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi
Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (4) huruf a
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai perwakilan
pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang
menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah
Kabupaterr/Kota dan Provinsi dan daerah Kabupaterr/Kota
di wilayahnya;

b. bahwa untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan
daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyusun
rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
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NOMOR 25 TAHUN 2021 

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

M enimbang : a. bahw a sesua i k e ten tu an  Pasal 91 ayat (4) h u ru f  a
U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang  
Pem erin tahan  D aerah, G ubernu r sebagai perw akilan 
pem erin tah  p u sa t m em punyai tugas dan  wewenang 
m enyelaraskan  perencanaan  pem bangunan  a n ta r  D aerah 
K abupaten  /  Kota dan  Provinsi dan  daerah  K abupaten /  Kota 
di w ilayahnya;

b. bahw a u n tu k  m enyelaraskan  p e ren can aan  pem bangunan  
daerah  sebagaim ana d im aksud  h u ru f  a, perlu  m enyusun  
ren can a  kerja pem erin tah  daerah  ta h u n  2022;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  
h u ru f  a  dan  h u ru f b, perlu  m enetapkan  P era tu ran  
G ubernu r ten tang  R encana Kerja Pem erin tah  D aerah 
Provinsi K alim antan Tim ur T ahun  2022;

M engingat : 1. Pasal 18 ayat (6), U ndang-U ndang D asar Negara Republik
Indonesia  T ahun  1945;

2. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  1956 ten tang  
P em ben tukan  D aerah-daerah  Otonom  Provinsi K alim antan 
B arat, K alim antan Selatan  d an  K alim antan  Tim ur 
(Lem baran Negara T ahun  1956 Nomor 65, T am bahan  
L em baran Negara Nomor 1106) sebagaim ana telah  d iubah  
dengan  U ndang-U ndang D aru ra t Nomor 10 T ahun  1957 
ten tan g  Pem ben tukan  D aerah S w atan tra  Propinsi 
K alim antan Tengah dan  P engubahan  U ndang-U ndang 
Nomor 25 T ahun  1956 (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  1957 Nomor 53, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4421) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005-2025
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor
4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6573);

7. Undang-UndangNomor11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran NegaraNomor6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PengelolaanKeuangan Daerah (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor42);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5887);

11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

,12. Peraturan PresidenNomor18Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 10);



13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2017 tentang . Pelaksanaan Peneapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

14.Peraturan Daerah Nomor 15Tahun 2008 tentang Reneana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun
2005 - 2025 (LembaranDaerah ProvinsiKalimantan Timur
Tahun 2008 Nomor 15);

15.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Reneana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keeil Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2021-2041;

16.Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2019 tentang Reneana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan Raneangan
Perubahannya;

17.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Reneana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2016-2036;

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan RKPDTahun 2022;

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 100 Tahun 2020
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Pereneanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan MenteriDalamNegeriRepublik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum
Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2015
nomor 2036);

24. Peraturan MenteriDalamNegeriRepublik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum
Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2015
nomor 2036);

25. Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, dan Nomenklatur Pereneanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

-3 --  3 -

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 
2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 
2005 -  2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur 
Tahun 2008 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana 
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2021-2041;

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan Rancangan 
Perubahannya;

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 
2016-2036;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
nomor 2036);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
nomor 2036);

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah;



,

(1) RKPDProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 merupakan penjabaran dari
arah tematik pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019-2023 periode ketiga dan disusun dengan berpedoman pada Rencana
Kerja Pembangunan dan Program Strategis Nasional serta pedoman
penyusunan RKPDyang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang memuat :
a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
b. prioritas pembangunan Daerah; dan
c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RKPDProvinsiKalimantan Timur Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)disusun dengan mempedomani RKPTahun 2022.

Pasa12

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah

DewanPerwakilan Rakyat Daerah ProvinsiKalimantan Timur
4. Rencana KerjaPemerintah yang selanjutnya disingkat RKPadalah dokumen

perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan
Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.

7. Kebijakan Umum APBDyang selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
I

adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam peny;usunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

Pasal 1

GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR

: PERATURAN
PEMERINTAH
TAHUN2022.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen 
perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan 
Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.

7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta 
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 merupakan penjabaran dari 
arah tematik pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 
2019-2023 periode ketiga dan disusun dengan berpedoman pada Rencana 
Kerja Pembangunan dan Program Strategis Nasional serta pedoman 
penyusunan RKPD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang m em uat:
a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
b. prioritas pembangunan Daerah; dan
c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2022.



(1) Dalam hal terjadi penambahan subkegiatan baru pada KUA serta
Rancangan PPASyang tidak terdapat dalam RKPD,perlu disusun berita
acara kesepakatan KepalaDaerah dengan ketua DPRD.

(2) Penambahan subkegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)akibat
terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar
biasa, dan: perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

I
setelah RK[>Dditetapkan.

Pasal6

RKPDProvinsiKalimantan Timur Tahun 2022 selanjutnya menjadi :

(1) pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja
Perangkat IDaerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

I

Tahun 2022.

(2) pedoman penyelarasan prioritas pembangunan tahun 2022
KabupatenjKota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022,
dan.

(3) pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPASProvinsi
Kalimantan Timur Tahun 2022

Pasa15

Rincianlebih lanjut RKPDProvinsiKalimantanTimurTahun 2022 sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal4

Pendahuluan;

Gambaran Umum KondisiDaerah;

Kerangka EkonomiDaerah dan Keuangari Dearah;

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;

Rencana Kerjadan Pendanaan Daerah;

Kinerja PenyelenggaraanPemerintah Daerah;

Penutup.

BABI.

BABII.

BABIII.

BABIV.

BABV.

BABVI.

BABVII.

BABVIII.

RKPDProvin~iKalimantan Timur Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari :

Pasal3

- 5 --  5 -

Pasal 3

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 terdiri dari :

BAB I. 

BAB II. 

BAB III. 

BAB IV. 

BAB V. 

BAB VI. 

BAB VII. 

BAB VIII.

Pendahuluan;

Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangari Dearah; 

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota; 

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

Penutup.

Pasal 4

Rincian lebih lanjut RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 selanjutnya menjadi :

(1) pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
Tahun 2022.

(2) pedoman penyelarasan prioritas pembangunan tahun 2022 
Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, 
dan.

(3) pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2022

Pasal 6

(1) Dalam hal terjadi penambahan subkegiatan baru pada KUA serta 
Rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita 
acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.

(2) Penambahan subkegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat 
terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar 
biasa, dan! perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
setelah RKPD ditetapkan.



* OZANI ERAWADI
. 9710124 199703 1 007

Salinan sesuai dengan aslinya
~;:;;:;::;III-.", RIAT DAERAH PROVo KALTIM

PALA BIRO HUKUM,

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARISDAERAH
PROVINSIKALIMANTANTIMUR,

ttd

MUHAMMADSA'BANI

BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMURTAHUN2021 NOMOR25

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2021
GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

ttd
ISRANNOOR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa19

Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dimulai pada
tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal8

(1) Perubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah atau keuangan
daerah, rencana program dan kegiatan RKPDberkenaan; dan/ atau;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional,
keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan
jangka menengah daerah ditetapkan.

Pasal 7
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Pasal 7

(1) P erubahan  RKPD han y a  d ap a t d ilakukan  apab ila  b e rd asa rk an  hasil 
evaluasi p e lak san aan n y a  dalam  ta h u n  berjalan  m en u n ju k k an  adanya 
ke tidaksesuaian  dengan perkem bangan keadaan , m eliputi :
a. perkem bangan  yang tidak  sesua i dengan asum si prioritas 

pem bangunan  daerah , kerangka ekonom i d aerah  a ta u  keuangan  
daerah , ren can a  program  dan  kegiatan RKPD berkenaan ; d a n /a ta u ;

b. K eadaan yang m enyebabkan saldo anggaran  lebih ta h u n  anggaran  
sebelum nya h a ru s  d igunakan  u n tu k  ta h u n  berjalan

(2) P erubahan  RKPD sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) d ap a t d ilakukan  
tan p a  m elalui ta h a p an  evaluasi dalam  hal terjad i keb ijakan  nasional, 
keadaan  d a ru ra t, k eadaan  lu ar b iasa, dan  perin tah  dari p e ra tu ran  
peru n d an g -u n d an g an  yang lebih tinggi setelah  ren can a  pem bangunan  
jangka  m enengah  d aerah  d ite tapkan .

Pasal 8

Pelaksanaan  RKPD Provinsi K alim antan T im ur T ahun  2022 dim ulai pada 
tanggal 1 Ja n u a r i  2022 d an  berakh ir pada  tanggal 31 D esem ber 2022.

Pasal 9

P era tu ran  G ub ern u r ini m ulai berlaku  pada  tanggal d iundangkan .

Agar setiap orang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  
D aerah ini dengan penem patannya  dalam  Berita D aerah  Provinsi K alim antan 
Timur.

D itetapkan di S am arinda  
pada  tanggal 30 J u n i  2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd

ISRAN NOOR
D iundangkan di S am arinda  
pada tanggal 30 J u n i  2021

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA’BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya 
iRIAT DAERAH PROV. KALTIM 

JPALA BIRO HUKUM,

OZANI ERAWADI 
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIATDAERAHPROVoKALTIM

ISRANNOOR

ttd

GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

4. Setiap PD/Dinas /Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022
dengan mempedomani RKPDTahun 2022 serta melakukan sinkronisasi,
integrasi, dan sinergitas prograrrr/kegiatan terhadap kebijakan Renja K/L
2022 dan Renja Perangkat Daerah kabupaterr/Kota tahun 2022;

5. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas
pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam
RKPD tahun 2022 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat
daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (I) memastikan
tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2)
memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel
dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi
kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku

6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif baik sebagai
subyek maupun sebagai obyek pembangunan, dengan melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan program Zkegiatany sub kegiatan
RKPDTahun 2022;

7. Gubernur, melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, mengendalikan
dan mengevaluasi pelaksanaan RKPD berdasarkan hasil evaluasi Renja
Perangkat Daerah secara berkala (3 bulan an) untuk selanjutnya menjadi
bahan Perubahan RKPD tahun 2022;

8. Kepala Bappeda melakukan evaluasi hasil evaluasi akhir tahun
pelaksanaan RKPD tahun 2022 yang selanjutnya menjadi bahan bagi
penyusunan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023;

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2022.
Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya
dokumen hingga mas a pelaksanaannya.
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4. Setiap P D /D in a s /In s ta n s i lingkup Pem erintah Provinsi K alim antan Tim ur 
wajib m eny u su n  R encana Kerja (Renja) Perangkat D aerah  T ahun  2022 
dengan m em pedom ani RKPD T ahun  2022 se rta  m elakukan  sinkronisasi, 
in tegrasi, d an  sinerg itas p rog ram /keg ia tan  te rh ad ap  kebijakan Renja K/L 
2022 d an  Renja Perangkat D aerah k ab u p a ten /K o ta  ta h u n  2022;

5. P em an tauan , evaluasi, d an  pengendalian  pem bangunan  a ta s  
p e laksanaan  p rog ram /keg ia tan  pem bangunan  yang te rcan tu m  dalam  
RKPD ta h u n  2022 wajib d ilak sanakan  oleh se lu ru h  kepala  perangkat 
daerah  dan  b u p a ti/w a lik o ta  dengan tu ju a n  u n tu k : (1) m em astikan  
tercapainya tu ju a n  d an  sa sa ran  pem bangunan  yang te lah  d ite tapkan; (2) 
m em astikan  penggunaan  sum ber daya yang efisien dan  efektif, akun tabel 
dan  partisipatif; se rta  (3) m elakukan  pelaporan  a ta s  perkem bangan 
p e laksanaan  program  dan  kegiatan pem bangunan  yang m enjadi 
kew enangan kepada  gu b ern u r dan  m asyaraka t um um , sesua i dengan 
k e ten tu an  d an  p e ra tu ran  perundangan  yang berlaku

6. M asyarakat d an  d u n ia  u sa h a  wajib berperan  se rta  ak tif baik  sebagai 
subyek m au p u n  sebagai obyek pem bangunan , dengan  m elakukan  
pengaw asan te rh ad ap  p e lak san aan  p rog ram /keg ia tan  /  su b  kegiatan 
RKPD T ahun  2022;

7. G ubernur, m elalui B appeda Provinsi K alim antan Tim ur, m engendalikan 
dan  m engevaluasi p e lak san aan  RKPD b e rd asa rk an  hasil evaluasi Renja 
Perangkat D aerah  secara  berkala  (3 bulanan) u n tu k  se lan ju tnya  m enjadi 
b ah an  P erubahan  RKPD ta h u n  2022;

8. Kepala B appeda m elakukan  evaluasi hasil evaluasi ak h ir ta h u n  
pe laksanaan  RKPD ta h u n  2022 yang se lan ju tnya  m enjadi b ah an  bagi 
p en y u su n an  R encana Kerja Provinsi K alim antan T im ur ta h u n  2023;

9. R encana Kerja Pem erin tah  D aerah Provinsi K alim antan T im ur T ahun  
2022 berlaku  sejak tanggal d ite tapkan  sam pai dengan ak h ir ta h u n  2022. 
L angkah-langkah persiapan  dim ulai sejak tanggal d ite tapkannya  
dokum en hingga m asa  pe laksanaannya.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd

ISRAN NOOR

Salinan  sesua i dengan  aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

S J ta^ P A L A  b ir o  h u k u m ,

ANI ERA WADI 
10124 199703 1 007


